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Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Mamuju 2012-2015 
The Contribution and Effectivity Hotel Tax to Prime Income of 
Area/District Mamuju 2012-2015  
  
Parman Faisal 
M. Christian Mangiwa 
Haerial 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi dan juga untuk mengetahui 
seberapa besar tingkat efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah 
Kabupaten Mamuju. Sumber data ini diperoleh dari sumber data primer dan data 
sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan 
data yaitu dalam bentuk lampiran-lampiran, literatur pendukung lainnya dan 
melakukan  wawancara langsung dengan pihak terkait yang berhubungan 
langsung dengan penelitian ini. Perhitungan Kontribusi pajak hotel terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju yang terjadi selama kurun waktu 
tahun 2012 - 2015 mengalami model yang berbeda-beda tiap tahunnya. 
Efektivitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju 
yang terjadi selama kurun waktu tahun 2012 -2015 tertinggi terjadi pada tahun 
2014 dan terendah pada tahun 2015. 
 
Kata kunci: Kontribusi, Efektivitas, dan Pendapatan Asli Daerah.  
The Research is aimed to find out the contribution and how far the effectivity of 
hotel tax toward prime income of mamuju district. The source of data is found 
from secondary and primier data. This research used quantitative approach and 
data analyze that use isi quantitative descriptive. Technic of data collection are 
formed into appendix, other support literature, and did direct interview with 
particular people that connected to this research. The account of hotel tax 
cintribution toward prime income of mamuju district that happened around 2012 
until 2015 hal different types of each years and the effectivity hotel tax toward 
prime income of mamuju district that happened around 2012 until 2015 the 
highest was happened in 2014 and the lawest was in 2015.  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang taat akan keadilan 
hukum sebagaimana termaktub dalam Pancasila sebagai dasar bernegara. 
Keadaan Indonesia bersifat majemuk mulai dari ras, suku, dan agama, serta 
memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga menuntut pemerintahan 
negara untuk bersikeras dalam mewujudkan bhineka tunggal ika. 
Pengelolaan keuangan mengisyaratkan tercapainya pelaporan 
keuangan yang wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagai rapor dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut akan dicapai salah satunya melalui 
perencanaan, pelaksanaan, dan, pengawasan, serta penindakan yang efisien 
dan efektif. 
Kabupaten Mamuju sebagai daerah otonom yang termasuk dalam 
salah satu dari enam kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat 
merupakan bagian dari representasi Indonesia demi mewujudkan tujuan 
bernegara. Berbagai potensi yang ada didalamnya memberikan harapan yang 
besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Undang-undang nomor 28 tahun 2009, pasal 1 ayat 10 menjelaskan 
tentang pengertian Pajak bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, 
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya pajak menurut Prakoso 





Undang-undang, dan atas pembaya ran tersebut pemerintah tidak memberikan 
balas jasa yang langsung dapat ditunjuk”. 
Kemandirian setiap daerah dalam mengelola penyelenggaraan dan 
pembangunan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2008 atas perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bab 1 
Pasal 1 (5)). 
Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara garis besar mengatur 
tentang sumber pendapatan daerah, pada pasal 1 ayat 18, yang dimaksud 
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-
sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli 
Daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-
sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. 
Jadi, dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai 
pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan 
potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung 
pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sumber-
sumber pendapatan daerah terdiri atas. 
1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu. 





b. Hasil Retribusi Daerah 
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
lainnya yang dipisahkan; dan 
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 
2. Dana Perimbangan 
Undang-undang No. 33 Tahun 2004 telah lama berlaku dan 
mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang, dari sebelumnya sistem 
sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah daerah akhirnya memiliki porsi 
wewenang yang lebih besar dibanding pemerintah pusat dalam mengelola 
sumber-sumber pendapatan yang akan menjadi sumber penerimaan daerah 
maupun negara. 
Otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab sebagai 
wujud dari undang-undang Undang-undang No. 33 Tahun 2004 sebagai 
pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan rumah tangga pemerintahan 
dan tidak bertentangan dengan pembangunan nasional karena pembangunan 
daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional di mana 
menuntut masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan, salah satunya 
adalah taat pajak sebagai negara hukum.     
Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai 
pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan 
tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat 
ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, di 
mana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. 
Pajak Daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk 
kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah . Salah satu 





Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi 
dua, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan 
sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis 
pajak daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang 
bersangkutan. Terdapat perbedaan cakupan pajak antara daerah provinsi dan 
daerah kabupaten/kota.  
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur tentang sumber-sumber 
pendapatan setiap daerah otonom baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten 
/kota. Untuk tingkat Provinsi, jenis pajak yang dapat dipungut terdiri dari. 
1. Pajak kendaraan bermotor 
2. Bea balik nama kendaraan bermotor 
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 
4. Pajak air permukaan 
5. Pajak rokok 
Sementara untuk tingkat Kabupaten/Kota, jenis pajak yang dapat dipungut terdiri 
dari. 
1. Pajak hotel 
2. Pajak restoran 
3. Pajak hiburan 
4. Pajak reklame 
5. Pajak penerangan jalan 
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan 
7. Pajak parkir 
8. Pajak air tanah 





10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 
11. Bea perolehan atas tanah dan bangunan 
Salah satu Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang 
seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata 
dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya 
bisnis rekreasi (pariwisata) adalah Pajak Hotel. Semula menurut Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran 
dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan 
undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, dikeluarkannya Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan 
menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Selanjutnya kembali diperjelas dalam 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel 
dalam pembangunan suatu daerah demikian pula dengan pajak restoran.. 
Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan 
yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di   Hotel. Tarif 
yang dikenakan untuk pajak hotel menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 
pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan paling tinggi 10% dan selanjutnya tarif 
Pajak Hotel ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa 
terdapat potensi yang besar terhadap pemasukan daerah melalui pajak hotel. 
Kabupaten Mamuju adalah satu dari enam kabupaten di Provinsi 
Sulawesi Barat. Posisinya berada antara kabupaten Mamuju Tengah, Mamasa, 
dan Majene. Wilayah terbesar kabupaten Mamuju berada di pulau karampuang, 
dan kepulauan balabalakang, selain itu banyak juga pulau yang belum 





dan 110 54’ 47’’ – 130 5’ 35’’ BT. Pada peta pulau Sulawesi, kabupaten Mamuju 
ada pada teluk di sisi kanan pulau yang dikenal dengan nama teluk Mamuju. 
Adapun batas-batas wilayah kabupaten Mamuju adalah batas Utara dengan 
Kabupaten Mamuju Tengah, batas Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan, 
batas Selatan dengan Kabupaten Majene, Mamasa, dan Provinsi Sulawesi 
Selatan, Barat dengan Selat Makassar. 
Berdasarkan data statistik (Mamuju dalam Angka 2016), pada tahun 
2011 sampai dengan 2015 jumlah wisatawan terdiri dari wisatawan domestik dan 
wisatawan mancanegara. Peningkatan jumlah wisatawan domestik dari tahun 
2011 ke tahun 2012 berjumlah 780 orang,  begitu juga peningkatan dari tahun 
2012 ke tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukuf signifikan yakni sekitar 
6.300 orang, sementara jumlah peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014 
sebanyak 6.044 orang, tetapi pada tahun 2015 jumlah wisatawan mengalami 
penurunan sebesar 15.225 orang dan mulai dilirik oleh wisatawan mancanegara 
jumlah pengunjungnya yakni sembilan orang pengunjung masuk diwilayah 
Kabupaten Mamuju. Hal ini mengindikasikan terdapat potensi yang baik untuk 
mengembangkan sektor perekonomian diwilayah Kabupaten Mamuju terutama 
pada subsektor perhotelan sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. 
Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara Kota Mamuju Tahun 
2011-2015 
Tahun Mancanegara Domestik Mancanegara +  Domestik 
2011 - 24.020 orang 24.020 orang 
2012 - 24.800 orang 24.800 orang 
2013 - 31.100 orang 31.100 orang 
2014 - 37.144 orang 37.144 orang 
2015 9 orang 21.919 orang 21.928 orang 





Berdasarkan Direktori Hotel Kabupaten Mamuju merujuk pada data 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju  pada tahun 2015 menunjukkan bahwa 
terdapat lima puluh Hotel/Wisma/Penginapan dengan jumlah 1.097 kamar .  
Tabel 1.2 Nama Hotel/Wisma/Penginapan beserta Alamat di Kabupaten Mamuju 
Tahun 2015 































Hotel Grand Mutiara 
Hotel Srikandi 
Hotel Mamuju Beach 






Hotel Pantai Indah 
Hotel Jef Joy 






Penginapan Cahaya Simboro 
Penginapan Diponegoro Indah 
Penginapan Resky Padaidi 
Wisma Hilton Hils 
Wisma Jazirah Manakarra 
Wisma Putra Firkhan 
Wisma Sederhana 
Wisma Trendy 
Wisma Sumber Baru 
Jl. Yos Sudarso N0.52 
Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng 
Jl. Pattalundru No. 10 
Jl. KS. Tubun No.54 A 
Jl. Andi Dai No.23 
Jl. RW. Monginsidi No.15 Binanga 
Jl. Emy Saelan  
Jl. Emy Saelan No.23 
Jl. Soekarno Hatta 
Jl. Kurungan Bassi 
Jl. Badau No.25 
Jl. Yos Sudarso No.26 
Jl. Emy Saelan No.55 
Jl. Punggawa Malolo No.8 
Jl. Andi Makkasau No.37 
Jl. Mangga No. 40 
Jl. Emy Saelan No.20 
Jl. Hertasning No.21 
Jl. RE Martadinata No.78 
Jl. Diponegoro 
Jl. Teuku Cik Ditiro 
Jl. Pengayoman No.1 
Jl. Tamasapi 
Jl. Ahmad Yani No.75 
Jl. Emy Saelan  
Jl. Abd. Wahab Azasi 
























































Wisma Mahkota Tomakaka 
Wisma Putra Mamuju 
Wisma Bukit 89 
Wisma Putra Tomborang 
Wisma Yuro 









Wisma Topore Indah 







Jl. Emy Saelan No.27 
Jl. Jend. Sudirman No.7 
Jl. Letjen. Hertasning No.133 
Jl. Trans Sulawesi 
Jl. Soekarno Hatta No.2 
Jl. Soekarno Hatta 
Jl. Andi Depu 
Jl. Pabbabari 
Jl. Abd. Sakur 
Jl. Cik Ditiro Mamuju 
Jl. Andi Daeng. Rimuku 
Jl. Pabbabari 
Ling. Tampa Padang 
Jl. Poros Kalukku Lebbeng 
Ling. Tampa Padang 
Jl. Trans Sulawesi, Topore Utara 
Jl. Dusun Tarailu, Sampaga 
Jl. Poros Tarailu, Sampaga 
Jl. Poros Tarailu, Sampaga 
Jl. Poros Tarailu, Sampaga 
Jl. Poros Mamuju-Bonde 
Dusun Betoong, Kalumpang 

























Sumber : (diolah) Direktori Hotel Kabupaten Mamuju 2015 (Badan Pusat Statistik Mamuju) 
Berbeda dengan target dan realisasi Pajak Hotel terhadap Pendapatan 
Asli Daerah selama kurun waktu 2012-2014 menunjukkan bahwa tahun 2012 
menunjukkan keadaan yang cukup seimbang antara yang ditargetkan dengan 
realisasi yang ada dan tahun 2014-2015 menunjukkan cukup signifikannya 
perbedaan antara yang ditargetkan dengan yang direalisasikan. Tiga tahun awal 





terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup berkembang sementara tahun 2015 
menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tiga tahun sebelumnya.  
Tabel 1.3 Jumlah PAD, Target Pendapatan Pajak Hotel, dan Realisasi Pajak 
Hotel Kabupaten Mamuju 2012-2015 






Tahun 2012  
Tahun 2013  
Tahun 2014  
Tahun 2015  












 Sumber : (diolah) PAD Dispenda Kab. Mamuju 
Sesuai dengan pengungkapan data menunjukkan kondisi yang 
berbanding antara apa yang diharapkan dengan hasil yang ada setiap akhir 
tahunnya, olehnya itu perlu melakukan penelitian “Kontribusi dan Efektivitas 


















1.2 Rumusan Masalah 
Kemandirian setiap daerah dalam mengelola penyelenggaraan dan 
pembangunan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2008 atas perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bab 1 
Pasal 1 (5)). 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti 
selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu. 
1. Seberapa besar Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Mamuju dari tahun 2012-2015?  
2. Bagaimana Tingkat Efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Mamuju dari Tahun 2012-2015? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Dengan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan 
penelitian ini, yaitu antara lain. 
1. Mengetahui Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Mamuju dari tahun 2012-2015?  
2. Mengetahui Tingkat Efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli 







1.4 Kegunaan Penelitian 
Selanjutnya, melalui penelitian ini menghasilkan sesuatu yang berguna 
baik secara teoretis maupun secara praktisnya serta pihak-pihak yang terkait 
dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 
1. Kegunaan Teoretis 
Bagi ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal perpajakan di 
waktu yang akan datang  
2. Kegunaan Praktis 
Bagi Pemerintah Daerah (Dinas Pendapatan Daerah), penelitian 
ini dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya 
peningkatan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah melalui 







BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Tinjaun Teori dan Konsep 
2.1.1. Definisi dan Unsur Pajak 
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo 
(2011 : 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra 
Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak 
memiliki unsur-unsur. 
1. Iuran dari rakyat kepada negara. 
Pihak yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa 
uang (bukan barang). 
2. Berdasarkan undang-undang. 
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 
aturan pelaksanaannya. 
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 
dapat ditunjuk.  
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 
individual oleh pemerintah. 
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-







5.1.2. Syarat Pemungutan Pajak 
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau 
perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Mardiasmo, 
2009:2) sebagai berikut. 
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan 
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 
diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 
dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya 
yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan 
keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada 
Majelis Pertimbangan Pajak.  
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 
Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 
2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 
negara maupun warganya. 
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 
masyarakat. 
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 
Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat 
ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong  





ini  telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 
Contoh. 
a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif. 
b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu, 
10%. 
c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan 
disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi 
badan maupun perseorangan (orang pindah). 
Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak?. 
Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi 
pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2009:3), 
antara lain.  
1. Teori Asuransi 
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 
Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai 
suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 
2. Teori Kepentingan 
Pembagian beban pajak kepada rakyat yang didasarkan pada kepentingan 
(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan 
seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 
3. Teori Daya Pikul 
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 
dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 
daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu. 
a. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan 





b. Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil 
yang harus dipenuhi 
Secara objektif PPh untuk tuan A sama besarnya dengan tuan B, 
karena mempunyai penghasilan yang sama besarnya. Secara subjektif PPh 
untuk tuan A lebih kecil daripada tuan B, karena kebutuhan materiil yang 
harus dipenuhi tuan A lebih besar. 
4. Teori Asas Daya Beli 
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksudnya 
memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 
untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya 
kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan 
masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih 
diutamakan. 
 
5.1.3. Pengelompokkan Pajak 
Adapun pengelompokkan pajak dibagi menjadi beberapa kelompok 
(Mardiasmo, 2009:5) diantaranya ialah sebagai berikut. 
1. Menurut Golongannya 
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh. 
Pajak Penghasilan 
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 
atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh. Pajak Pertambahan Nilai 
2. Menurut Sifatnya 
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 





b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh. Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
3. Menurut Lembaga Pemungutannya 
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh. Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah, dan Bea Materai. 
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri 
atas. 
1) Pajak Provinsi, contoh. Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor. 
2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh. Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 
Pajak Hiburan. 
 
5.1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak 
Tata Cara Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2009:8) diantaranya ialah 
sebagai berikut. 
1. Stelsel Pajak, Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel. 
a. Stelsel Nyata (riel stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 
yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata 
mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini 





adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah 
penghasilan riil diketahui). 
b. Stelsel Anggapan (fictieve Stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 
undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama 
dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat 
ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 
Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, 
tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya 
adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 
sesungguhnya. 
c. Stelsel Campuran 
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan 
dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut 
kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib 
Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat 
diminta kembali. 
2. Asas Pemungutan Pajak 
a. Asas Domisil (asas tempat tinggal) 
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 
yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 
dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam 
negeri. 





Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber 
diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 
c. Asas Kebangsaan 
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 
3. Sistem Pemungutan Pajak 
a. Official Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 
Wajib Pajak. 
Ciri-cirinya. 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus. 
2) Wajib Pajak bersifat pasif 
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus 
b. Self Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 
Ciri-cirinya. 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
Wajib Pajak sendiri. 
2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang. 
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 





Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) 
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 
pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.  
 
5.1.5. Pendapatan Asli Daerah  
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah 
yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk 
mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan 
potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud 
dalam Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah 
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim 
(2004), Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah 
yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. 
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah 
Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan 
Asli Daerah bersumber dari.  
a. Pajak Daerah 
b. Retribusi Daerah  
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan  





3. Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Pendapatan Asli Daerah 
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, 
pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan 
tetapi, saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah 
daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, antara lain 
(Mardiasmo, 2004:8). 
a. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak seimbang 
dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) yang dimiliki daerah, sehingga 
menimbulkan fiscal gap.  
b. Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan 
produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat, 
direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan 
keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.  
c. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.  
d. Berkurangnya dana bantuan dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum 
dari pusat yang tidak mencukupi).  
e. Belum diketahui potensi Pendapatan Asli Daerah yang mendekati kondisi 
riil.  
Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli 
Daerah. Kuncoro (2004: 23) mengemukakan lima penyebab utama 
rendahnya Pendapatan Asli Daerah adalah (1) Kurang berperannya 
perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. (2) Tingginya 
derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. (3) Walaupun pajak daerah 
cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai 





Asli Daerah (PAD) lebih bersifat politis. (5) Kelemahan dalam pemberian 
subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 
 
5.1.6. Pajak Daerah 
1. Pengertian Pajak Daerah 
Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, pasal 1 ayat 10 menjelaskan tentang 
pengertian Pajak bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, 
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. 
2. Jenis-jenis Pajak Daerah 
Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua 
macam yaitu. 
a. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari.  
1) Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau 
penguasaan kendaraan bermotor  
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan 
hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua 
pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual 
beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan 
usaha.  
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas 





4) Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air permukaan.  
5) Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 
Pemerintah.  
b. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota  
1) Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.  
2) Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 
restoran.  
3) Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.  
4) Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.  
5) Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, 
baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.  
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber 
alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.  
7)  Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar 
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 
tempat penitipan kendaraan bermotor.  
8) Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan 
air tanah.  
9) Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan 
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.  
10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak 
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 





digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan.  
11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas 
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.  
3. Tarif Pajak Daerah 
a. Tarif Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur 
dalam Uundang-undang No. 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan 
pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu.  
1) Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 5% 
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%  
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 5%  
4) Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 20%  
5) Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai 
rokok.  
6) Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%  
7) Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%  
8) Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%  
9) Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%  
10) Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%  
11) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%  
12) Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%  
13) Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%  
14) Pajak Sarang Burung Wallet ditetapkan paling tinggi 10%  
15) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan 





16) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling 
tinggi sebesar 5% (lima persen). 
 
5.1.7. Hotel dan Pajak Hotel  
1. Pengertian Hotel 
Kata hotel memiliki pengertian atau definisi yang cukup banyak, masing – 
masing orang berbeda dalam menguraikannya. Undang-undang No. 28 
tahun 2009 Pasal 1 ayat  21 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
menyatakan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa 
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut 
bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma 
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah 
kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.  
Peraturan Daerah Pajak Hotel Kabupaten Mamuju No. 10 Tahun 
2010 Bab I Pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa, hotel adalah fasilitas 
penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya 
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk 
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan 
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah lebih dari sepuluh. 
2. Karakteristik Hotel 
Karakteristik hotel secara umum, yang membedakan hotel dengan industri 
yang lainnya adalah. 
a. Industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya.  
b. Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor 






c. Menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat 
dimana jasa pelayanannya dihasilkan.  
d. Beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur dalam 
pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada 
umumnya. 
e. Memperlakukan pelanggan seperti raja selain juga memperlakukan 
pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel 
sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan 
fasilitas hotel tersebut. 
3. Klasifikasi/Penggolongan Hotel 
Klasifikasi Hotel adalah, suatu sistem pengelompokan hotel-hotel 
kedalam berbagi kelas atau tingkatan, berdasarkan ukuran penilaian 
tertentu. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.3 / 
HK.001 / MKP.02 tanggal 27 Februari 2002, tentang penggolongan kelas 
hotel dibedakan menjadi golongan kelas hotel bintang dan golongan kelas 
hotel melati.  
Golongan kelas hotel bintang dibagi atas 5 (lima) kelas yaitu hotel 
bintang 1 (satu) sampai bintang 5 (lima). Penggolongan kelas hotel bintang 
ditetapkan setelah hotel memenuhi persyaratan dalam kriteria penggolongan 
kelas hotel. Persyaratan tersebut antara lain mencakup. 
a. Persyaratan fisik, seperti lokasi hotel, kondisi bangunan.  
b. Bentuk pelayanan yang diberikan (service).  
c. Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan, dan kesejahteraan karyawan.  
d. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti lapangan 
tenis, kolam renang, dan diskotik.  





Hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai hotel 
bintang, digolongkan ke dalam kelas hotel melati. Golongan kelas hotel 
melati dapat ditingkatkan menjadi hotel bintang setelah memenuhi 
persyaratan sebagai hotel bintang. Penggolongan hotel juga dapat dilakukan 
berdasarkan peraturan pemerintah setempat yang disahkan, dalam hal ini 
beberapa Negara menganut penggolongan kelas hotel berdasarkan Grade 
System (sistem tarif) dan Star System (urutan bintang) .   
Peraturan Daerah Pajak Hotel Kabupaten Mamuju No. 10 Tahun 2010 
Bab I pasal I ayat 10, Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang 
disediakan oleh hotel. Adapun objek Pajak Hotel ialah pelayanan yang 
disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai 
kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, 
termasuk fasilitas olahraga dan hiburan (Bab II Pasal 2 ayat 2). Jasa penunjang 
yang dimaskud pada ayat 1 adalah fasilitas telephone, faksimile, teleks, internet, 
foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang 
disediakan atau dikelola Hotel (Bab II Pasal 3 ayat 3). 
Perda Pajak Hotel Kabupaten Mamuju No. 10 Tahun 2010 (Bab I 
Pasal I ayat 15,16,17) menjelaskan tentang Masa Pajak adalah jangka waktu 1 
(satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam peraturan Kepala 
Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak 
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Tahun pajak 
adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib 
Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 
Sedangkan pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak,  atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai 





Sedangkan yang tidak termasuk Objek Pajak Hotel adalah sebagai 
berikut (Bab II Pasal 2 ayat 4). 
1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah. 
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. 
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. 
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 
asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan 
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel 
yang dapat dimanfaatkan oleh hotel.  
Peraturan Daerah Pajak Hotel Kabupaten Mamuju No. 10 Tahun 2010 
juga mengatur didalamnya mengenai konsep pajak sebagaimana dijelaskan 
bahwa Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan 
pajak. Sementara objek pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak 
dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan 
perpajakan daerah.  
Perda Pajak Hotel Kabupaten Mamuju No. 10 Tahun 2010 (Bab III 
Pasal 4,5,6) mengatur tentang dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan cara 
perhitungan pajak masing-masing menjelaskan sebagai berikut. Dasar 
Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya 
dibayar kepada hotel, Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh 
persen), dan besaran pokok Pajak Hotel terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 5 (lima) dengan besar 







Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,(2006:264) ”Kontribusi 
diartikan sebagai uang iuran atau sumbangan”. Kontribusi adalah merupakan 
sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan. 
Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku 
yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif 
maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja 
bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia 
tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang. 
 
5.1.9. Efektivitas 
Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam 
pencapaian tujuan organisasi. Padahal suatu tujuan atau saran yang telah 
tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu 
efisien. Walaupun terjadi suatu peningkatan efektivitas dalam suatu organisasi 
maka belum tentu itu efisien. Jelasnya, jika sasaran atau tujuan telah tercapai 
sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat dikatakan efektif. Jadi bila 
suatu pekerjaan itu tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dapat 
dikatakan tidak efektif. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan 
atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya 
keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi.  
Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan 
Sedarmayanti dalam bukunya yang berjudul Sumber Daya Manusia dan 







Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran 
seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih 
berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan 
kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan 
efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu 
efisiensi meningkat” (Sedarmayanti, 2001: 59).  
 
Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan 
kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Efektivitas adalah 
sebagai berikut: ”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang 
direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan 
dan jumlah personil yang ditentukan” (Effendy, 2003:14).  
Pengertian efektivitas menurut Hadayaningrat dalam buku Azas-azas 
Organisasi Manajemen adalah sebagai berikut: “Efektivitas adalah pengukuran 
dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” 
(Handayaningrat, 1996:16). Pendapat Hadayaningrat mengartikan efektivitas 
bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah 
direncanakan sebelumnya secara matang.  
Berdasarkan pendapat kedua di atas efektivitas adalah suatu 
komunikasi yang melalui proses tertentu, secara terukur yaitu tercapainya 
sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan biaya yang 
dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah orang yang telah ditentukan. 
Apabila ketentuan tersebut berjalan dengan lancar, maka tujuan yang 
direncanakan akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan. 
5.2. Kerangka Pemikiran 
Pajak Daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus 
dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan daerah. Pajak 
hotel sebagai salah satu pajak daerah juga berperan serta dalam pembiayaan 





harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar 
menggambarkan potensi daerah tersebut.  
Jadi asumsinya terdapat ketidaksesuaian antara potensi yang 
digambarkan berdasarkan data-data yang ada dengan bagaimana hasil 
penerimaan pajak hotel setiap tahunnya. Dengan melihat konteks yang ada 
dilapangan terdapat perbedaan yang cukup signifikan apalagi sampai dengan 4 
(empat) tahun tersebut terdapat perbedaan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.   
Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-
permasalahan yang ada adalah Analisis Kontribusi untuk mengetahui seberapa 
besar kontribusi pajak hotel secara nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah dan 
menggunakan Analisis Efektivitas dengan tujuan mengetahui tingkat Efektivitas 
Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. Analisis ini 
diperkuat dengan adanya data empirik yang berhubungan dengan perhitungan 
potensi pajak hotel dan kajian teori yang ada terkait penelitian mengenai pajak 
hotel.  
Dalam menentukan besarnya kontribusi pajak hotel terhadap 
pendapatan asli daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah 
penerimaan secara keseluruhan PAD setiap tahunnya dengan jumlah 
penerimaan pajak hotel. Begitu pula bila hasil perhitungan potensi pajak hotel 
telah didapatkan maka akan dapat pula diukur  efektifitas dari pajak hotel 
tersebut karena potensi pajak hotel dihitung berdasarkan perbandingan antara 
besarnya realisasi penerimaan pajak hotel dengan besarnya potensi pajak hotel 
yang ada. Dengan demikian bila potensi pajak hotel dapat diketahui maka 
efektifitas secara langsung dapat pula diketahui. Dengan melihat landasan teori 
yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
6.1. Tempat dan Waktu 
6.1.1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi 
Barat pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Mamuju. Alasan  
memilih tempat ini antara lain, karena. 
1. Mendapat izin dari pihak yang berwenang 
2. Tersedianya data-data yang dibutuhkan sehingga memudahkan dalam 
melaksanakan penelitian ini 
3. Lokasi dapat dijangkau dengan mudah, sehingga dapat mengehemat biaya, 
waktu, dan tenaga. 
 
3.1.2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini direncanakan mulai dari penyusunan proposal yang 
dimulai dari bulan November tahun 2016 sampai dengan selesai. 
 
3.2. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Hotel di Kabupaten 
Mamuju sedangkan sampel dari penelitian ini adalah Hotel di Kabupaten Mamuju 
Tahun 2012-2015. 
 
3.3. Jenis dan Sumber Data 
3.3.1. Jenis Data 





1. Data kualitatif, yaitu data dalam bentuk dokumen-dokumen serta formulir-
formulir. 
2. Data kuantitatif, yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka, 
seperti jumlah penerimaan Pajak Daerah dan jumlah Pendapatan Asli 
Daerah. 
 
3.3.2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer 
dan sumber data sekunder. 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara 
langsung dengan pihak terkait. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan 
pihak pimpinan dan pegawai yang terlibat langsung dalam administrasi 
perpajakan pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Mamuju 
dan pihak dari hotel yang ada di Kabupaten Mamuju. 
2. Data sekunder, yaitu data dalam bentuk lampiran-lampiran dan literatur 
pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 
 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan faktor 
yang cukup penting dalam mempengaruhi hasil penelitian. Pemilihan metode 
yang tepat akan diperoleh data yang tepat, relevan, dan akurat sehingga tujuan 
penelitian dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 
sebagai berikut.  
3.4.1. Teknik Dokumentasi 
Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya (Arikunto, 





membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya 
dengan objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi 
atau data yang mendukung penelitian, seperti total Pendapatan Asli Daerah, 
penerimaan pajak hotel, data jumlah hotel, serta pendapatan hotel selama 
setahun berdasarkan klasifikasi. 
3.4.2 Teknik Wawancara  
Teknik wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan 
oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 
2006). Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara 
menanyakan langsung data yang dibutuhkan kepada seseorang yang 
berwenang. Dalam wawancara ini yang menjadi responden adalah pegawai 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju bidang Pajak Hotel. Teknik 
wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dengan jawaban 
komprehensif kepada responden untuk menggali informasi mengenai berbagai 
faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel dan kendala dalam penilaian 
efektivitas Pajak Hotel. 
 
3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  
3.5.1 Kontribusi Pajak Hotel 
Kontribusi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak 
hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.  
3.5.2 Efektivitas Pajak Hotel  
Efektivitas Pajak Hotel merupakan kemampuan untuk memilih tujuan 





dan merupakan suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam 
mencapai suatu tujuan (Halim Abdul, 2001). 
3.5.3 Pendapatan Asli Daerah  
Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 18, 
yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh 
daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan 
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam 
menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. 
3.6. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian ini, digunakan beberapa instrumen diantaranya 
melakukan serangkaian tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan 
pihak pimpinan dan pegawai yang terlibat langsung dalam administrasi 
perpajakan pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Mamuju. 
Selain itu, dilakukan dokumentasi dengan cara mengumpulkan data sekunder 
yang telah terdokumentasi, baik data keuangan maupun non keuangan yang 
bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Mamuju. 
3.7. Analisis Data 
Penelitian ini melakukan uji analisis dengan mengumpulkan data-data, 
kemudian menginterpretasikan pada hasil-hasilnya. Variabel yang telah 
terkumpul kemudian dikelompokkan dan dilakukan perhitungan untuk 
mengetahui hasil penelitian yang hendak dicapai. Adapun tahapan analisis data 





3.7.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif  
Metode analisis deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau 
memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, tanpa melakukan analisis dan 
membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sedangkan analisis deskriptif 
kuantitatif merupakan teknik penganalisaan data yang menggunakan angka-
angka untuk menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur 
(Arikunto: 2006). Dalam hal ini adalah dengan melakukan perbandingan 
terhadap hasil perhitungan penelitian. Penelitian deskriptif kuantitatif menyajikan 
data tentang realisasi penerimaan pajak hotel, pertumbuhan pajak hotel, total 
pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. 
Perhitungan realisasi penerimaan pajak hotel dihitung dengan 
menjumlahkan penerimaan pajak hotel sesuai klasifikasinya tiap tahun yang 
datanya diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kab. Mamuju. 
Sedangkan potensi pajak hotel dihitung dengan mengalikan total pendapatan 
hotel (sesuai klasifikasinya) tiap tahun dikalikan tingkat hunian (occupancy) 
sebesar 45% (berdasarkan ketetapan PHRI), lalu dikalikan dengan tarif pajak 
hotel yang ditetapkan 10%. Potensi pajak hotel dihitung dengan rumus.  
Potensi Pajak Hotel = P x kPHRI x TP  
Keterangan. 
P = Total Pendapatan Hotel selama satu tahun (berdasarkan klasifikasi) 
KPHRI = Ketetapan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk 
tingkat standar hunian hotel adalah sebesar 45% (tercantum dalam Dasar 






3.7.2 Analisis Runtun Waktu ( Time Series Analysis)  
Time series atau runtun waktu adalah himpunan observasi data terurut 
dalam waktu (Hanke dan Wichers, 2005: 58). Metode time series adalah metode 
peramalan dengan menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang 
akan dipekirakan dengan variabel waktu. Peramalan suatu data time series perlu 
memperhatikan tipe atau pola data. Secara umum terdapat empat macam pola 
data time series, yaitu horizontal, trend, musiman, dan siklis (Hanke and Wichers, 
2005: 158) 
Pada umumnya pengamatan dan pencatatan itu dilakukan dalam 
jangka waktu tertentu. Misalnya harian, mingguan, bulanan, enam bulanan, 
tahunan dan sebagainya. Data berkala (time series) adalah data yang 
dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan atau 
pertumbuhan suatu variabel. Data deret waktu adalah sekumpulan hasil 
observasi-observasi yang diatur dan didapat menurut urutan-urutan kronologis, 
biasanya dalam interval waktu yang sama. Rangkaian waktu yang dimaksud 
adalah serangkaian pengamatan terhadap suatu peristiwa, kejadian, gejala, atau 
variabel yang diambil dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti menurut urutan 
waktu terjadinya dan kemudian disusun sebagai data statistik.  
Dari suatu rangkaian waktu akan dapat diketahui apakah peristiwa, 
gejala, atau variabel yang diamati berkembang mengikuti pola-pola 
perkembangan yang teratur atau tidak. Sekiranya suatu rangkaian waktu 
menunjukkan waktu yang teratur, maka dibuat suatu ramalan yang cukup kuat 
mengenai tingkah laku gejala yang dicatat, dan atas dasar ramalan itu dibuat 
rencana-rencana yang dapat dipertanggungjawabkan.  Data yang akan dianalisa 
dalam metode time series ini adalah data-data mengenai pertumbuhan pajak 





3.7.3 Analisis Kontribusi Pajak 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2006:264) ”Kontribusi 
diartikan sebagai uang iuran atau sumbangan”. Kontribusi adalah merupakan 
sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan. 
Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku 
yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif 
maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja 
bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia 
tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang. 
Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha 
meningkatkan efisisensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara 
menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian mejadi bidang spesialis, 
agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam 
berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan 
lainnya (Ahira: 2012) 
Analisis kontribusi adalah alat analisis yang digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari 
penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kab. Mamuju, 
maka akan dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel terhadap PAD. 






Keterangan :  
Pn = Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD (Rupiah)  
              QXn 
              QYn 





QY= Jumlah penerimaan PAD (Rupiah)  
QX= Jumlah penerimaan Pajak Hotel (Rupah)  
n = tahun  
Dengan analisis ini akan didapatkan seberapa besar kontribusi pajak 
hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. Dengan 
membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama tahun 2012-
2015, didapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan 
akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. 
Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak hotel dalam menyumbang 
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. Adapun kriteria 
untuk mengetahui kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai 
berikut. 




Tingkat Kontribusi Tanda/Kode 




3 % - 3,9 % Dinyatakan bahwa 
mempunya kontribusi 
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3.7.4 Analisis Efektivitas Pajak ( Tax Efectiveness )  
Efektivitas merupakan tolak ukur keberhasilan dari tujuan akhir yang 
hendak dicapai. Adanya efektivitas diharapkan dapat melihat pembenahan sign 
system yang telah ada untuk menarik minat pengunjung. Efektivitas adalah 
pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang 
secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas 
jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari 
segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan semakin 
mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Sudirman, 2002:31).  
Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam 
mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka 
organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif (Mardiasmo 
2009:134).  
Tax effectiveness merupakan perbandingan antara penerimaan pajak 
aktual dengan potensi penerimaan pajak. Efektivitas pajak secara tidak langsung 
menunjukkan seberapa besar keberhasilan daerah dalam mengumpulkan pajak 
dari potensi yang dimilikinya. Apabila konsep effektivitas dikaitkan dengan 
pemungutan pajak hotel, maka effektivitas yang dimaksudkan dapat mengetahui 
seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel, berhasil mencapai potensi 
yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Halim, 2001:158). Adapun 





   
Efektivitas Pajak Hotel = 
Realisasi Pajak Hotel  






Indikator efektivitas penerimaan Pajak Hotel beberapa kali sering digunakan 






Hasil dari pengukuran efektivitas menggunakan rumus realisasi dibagi 
dengan target akan menghasilkan indikator yang bias. Rata-rata bagi peneliti 
sebelumnya yang menggunakan rumus ini akan memperoleh nilai efektivitas di 
atas 80 persen, bahkan ada beberapa yang menghasilkan nilai di atas 100 
persen. Sulit untuk memaknai bahwa penerimaan pajak daerah di suatu daerah 
tersebut sangat efektif. Kesimpulan demikian akan menyesatkan bagi pihak yang 
sangat memerlukan indikator tersebut untuk menilai kinerja aparat pajak.  
Target sangat berbeda dengan potensi. Beberapa aparat yang 
berwenang dalam menyusun target pajak daerah pada suatu tahun 
anggaran tertentu akan menentukan target yang lebih rendah dari potensi 
yang sesungguhnya. Salam satu hasil penelitian yang pernah penulis 
lakukan bersama tim peneliti di suatu kabupaten, menunjukkan bahwa 
wajib pajak hanya membayar kurang dari 30 persen dari kewajiban yang 
seharusnya mereka penuhi. Padahal di dalam laporan realisasi 
penerimaan pajak tersebut disebutkan sudah melebihi dari target yang 
telah direncanakan. Hasil penelitian ini memperkuat bukti bahwa target 
yang ditetapkan masih jauh dari potensi yang dimilikinya. Penggunaan 
variabel target untuk menggantikan variabel potensi untuk mengukur 
efektivitas dengan demikian tidak dapat dibenarkan dan menyesatkan. 
Guna menghindari kekeliruan tersebut dan untuk membedakan dengan 
indikator efektivitas yang sesungguhnya, maka penulis mengajukan solusi 
untuk membuat istilah baru yang mengukur rasio realisasi dengan target 
pajak daerah, yaitu dengan istilah Tingkat Pencapaian Target (Bhinadi: 
1996). 
 
Apabila perhitungan efektivitas pajak hotel menghasilkan persentase 
mendekati atau melebihi 100%, maka penerimaan pajak hotel semakin efektif 
   
Efektivitas Pajak Hotel = 
Realisasi Pajak Hotel  






(Kepmendagri No. 690.900.327: 1996). Adapun untuk mengetahui kriteria 
efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut. 
Tabel 3.2 Kriteria Efektivitas (Kepmendagri No. 690.900.327 : 1996) 
Kriteria Efektivitas 
Prosentase 
Kriteria Tanda / Kode 
> 100 % Sangat Efektif SE 
> 90 % - 100 % Efektif E 
> 80 % - 90 % Cukup Efektif CE 
> 60 % - 80 % Kurang Efektif KE 























BAB V  
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa. 
1. Perhitungan Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Mamuju yang terjadi selama kurun waktu tahun 2012 sampai 
dengan tahun 2015 mengalami trend yang fluktuatif. Kontribusi tertinggi  
terjadi pada tahun 2013 dengan jumlah 2,14 % yang dikategorikan CB 
(cukup berkontribusi) dalam teori kontribusi. Selanjutnya kontribusi terendah 
terjadi di tahun 2015 yakni sebesar 1 % yang dikategorikan KB (kurang 
berkontribusi). Sementara pada tahun 2012 dikategorikan CB (cukup 
berkontribusi) dengan tingkat kontribusi sebesar 2,04 %. Dan tahun 2014 
tingkat kontribusinya sebesar 1,46 % dikategorikan CB (cukup 
berkontribusi). Jadi, diantara empat kategori yang disajikan dalam teori 
kontribusi belum ada yang mencapai kategori SB (sangat Berkontribusi) 
pada penelitian ini. 
2. Perhitungan Efektivitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Mamuju yang terjadi selama kurun waktu tahun 2012 sampai 
dengan tahun 2015 mengalami trend yang fluktuatif dan secara keseluruhan 
dianggap tidak efektif. Efektivitas tertinggi  terjadi pada tahun 2014 dengan 
jumlah 49 % yang dikategorikan TE (tidak efektif) dalam teori efektivitas. 
Selanjutnya efektivitas terendah terjadi di tahun 2015 yakni sebesar 34 % 
yang dikategorikan TE (tidak efektif). Sementara pada tahun 2013 





tahun 2014 tingkat efektivitasnya sebesar 36 % dikategorikan TE (tidak 
efektif) dalam teori efektivitas. 
5.2. Saran 
1. Bagi pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Mamuju, dapat 
melengkapi data-data terkait dengan penyelenggaraan pemungutan pajak 
terutama disektor perhotelan, sehingga dapat menghadirkan data-data yang 
lebih up to date dan menyajikan data hotel berdasarkan klasifikasi yang lebih 
rinci misalkan hotel berbintang 1 (satu) sekian, hotel berbintang 2 (dua) 
sekian, hotel melati 1 (satu) sekian dan seterusnya. 
 
2. Pemerintah, Pengusaha, dan Masyarakat secara bersama-sama 
mengembangkan Kabupaten Mamuju sebagai pusat Ibu Kota Provinsi 
Sulawesi barat terutama pada sektor pariwisata dan sektor industri agar 
dapat mendorong naiknya jumlah wisatawan baik itu lokal ataupun mancan 
egara sehingga bisa meningkatkan tingkat hunian hotel-hotel yang ada di 
Kabupaten Mamuju. Jadi, secara keseluruhan usaha tersebut dapat 
menaikkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju setiap tahun.   
 
3. Untuk penelitian selanjutnya, dapat meneliti lebih lanjut mengenai Kontribusi 
dan Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Mamuju untuk mengetahui 
perkembangan lebih lanjut mengenai Kontribusi Pajak Hotel terhadap 
Pandapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju sehingga dapat menjadi 
bahan pengkajian atau acuan dalam melihat Efektivitas Pajak Hotel pada 
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